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JAKARTA (IM) - Ke-
tua Umum (Ketum) Partai 
Golkar Airlangga Hartarto 
meng aku bahwa beberap 
awaktu terakhir ini, ia ia se ring 
bertemu dengan Ketum Partai 
Gerindra Prabowo Subianto.

Ia juga tidak memung-
kiri bahwa pertemuannya 
de ngan Prabowo turut mem-
bahas isu politik praktis.

“(Bertemu) Pak prabo-
wo, ya tentu (membahas) 
politik yang praktis dan In-
donesia ke depan,” kata Air-
langga di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Ka-
mis (13/7).

Namun ketika ditanya 
soal arahh koalisi Partai Gol-
kar, Airlangga tidak menja-
wabnya secara  lugas.

“Politik masih cair,” kata 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian itu singkat.

Sebelumnya, Wakil Ket-
ua Umum Partai Gerindra 
Habiburokhman menga-
takan bahwa Partai Golkar 
sudah mengusulkan nama 
Airlangga Hartarto untuk 
menjadi bakal calon wakil 
presiden (cawapres) Prabo-
wo Subianto. Namun, ia 
mengingatkan bahwa penen-
tuan bakal RI-2 dari Koalisi 
Kebangkitan Indonesia Raya 
(KIR) tetap berada di tangan 

Prabowo dan Ketua Umum 
Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin Iskandar.

“Mungkin sekali sudah 
diusulkan (Airlangga bakal 
cawapres Prabowo), tapi 
tentu (belum) diputuskan. 
Sambil melihat dinamika 
lain, usulan-usulan lain,” ujar 
Habiburokhman di Gedung 
DPR RI, Senayan, Jakarta, 
Minggu (10/7).

Habiburokhman men-
egaskan bahwa Koalisi KIR  
terbuka dengan berbagai 
usulan. Termasuk, jika Partai 
Amanat Nasional (PAN) 
mendorong Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMB) 
Erick Thohir untuk jadi 
pendamping Prabowo.

“Silahkan usulan di-
sampaikan ke Pak Prabowo 
dan Gus Muhaimin untuk 
dipertimbangkan apakah 
akan disepakati atau tidak,” 
katanya.

Untuk diketahui, Golkar 
tergabung dalam Koalisi In-
donesia Bersatu (KIB) ber-
sama PAN dan Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP). 
Namun, koalisi tersebut 
nampaknya mulai terpecah 
setelah PPP resmi men-
dukung bakal calon pre-
siden (capres) PDI-P Ganjar 
Pranowo.  mei

Airlangga Sering Ketemu Prabowo,
Apakah Ini Tanda Bakal Koalisi?
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KUNJUNGAN KERJA MAHFUD MD DI MAKASSAR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan sambutan pada 
Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu saat kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Dalam kunjungan-
nya Mahfud MD menhadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum dalam 
rangka mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024. 

Maqdir Ismail bawa tumpukan uang 1,8 
juta dollar AS atau sekitar Rp27 miliar ke 
Kejagung. Uang tersebut dari kliennya, 
Irwan Hermawan.

Terdakwa Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo
Kembalikan Uang Rp27 Miliar ke Kejagung

JAKARTA (IM) - Maq-
dir Ismail, pengacara ter-
dakwa perkara dugaan ko-
rupsi proyek pembangunan 
infrastruktur BTS 4G Ke-
menterian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) Ir-
wan Hermawan, akhirnya 
memenuhi panggilan Penyidik 
Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Khusus (Jampidsus) 
Kejaksaan Agung.

Maqdir datang dengan 
membawa dua tumpuk uang 
1,8 juta dol lar Amerika 
Serikat pecahan 100 dol-
lar. Tumpuan uang dollar 
itu dibawa oleh dua orang 
asistennya. Uang tersebut 
diserahkan sebagai bentuk 

recoveri atas kasus yang me-
nimpa kliennya.

Maqdir tiba pukul 10.20 
WIB Kamis (13/7) dengan 
membawa 2 mobil putih. 
Uang sebanyak 1,8 juta US 
Dollar  pecahan 100 dollar ada  
dalam  koper unggu. Setelah 
di kejagung, uang tersebut 
dikeluarkan dari dari koper, 
lalu dibawa kedua asisten 
yang berjalan di kanan dan 
kiri Maqdir.

“Sebagaimana komitmen 
kami atas nama klien kami 
Irwan, jumlah uang yang kami 
bawa 1,8 juta dollar amerika,” 
kata Maqdir di Kejagung, 

Kamis (13/7).
S e b a n a r n y a  k e d u a 

asisten Maqdir yang dikeru-
muni para wartawan, sudah 
terlihat hati-hati saat mem-
bawa tumpukan uang dollar 
tersebut.

Namun entah kenapa, 
satu gepok dari tumpukan 
uang yang diduga hasil ko-
rupsi Irwan Hermawan dari 
proyek pembangunan infra-
struktur BTS 4G Kemen-
terian Komunikasi dan Infor-
matika (Kominfo) terjatuh. 
Satu gepok uang tersebut 
diperkirakan sebanyak 1,496 
Miliar.

Kemudian  beberapa 
wartawan meneriaki. “Jangan 
diambil nanti ikut keciduk 
Kejagung,” disambut tawa 
jurnalis lainnya.

Maqdir mengatakan bah-
wa uang tersebut berasal dari 
kliennya untuk diserahkan 
kepada penyidik Kejagung. 
Uang tersebut digunakan se-
bagai recoveri atas kasus yang 
menimpa asistennya.

“Sebagaimana komitmen 
kami atas nama klien kami 
irwan, jumlah uang yang kami 
bawa 1,8 juta dollar amerika,” 
kata Maqdir di Kejagung, 
Kamis (13/7).

Maqdir dipanggil jaksa pe-
nyidik terkait pernyataannya 
mengenai pengembalian uang 
senilai Rp27 miliar dalam 
pecahan dolar Amerika Seri-
kat oleh pihak swasta terkait 
perkara korupsi BTS 4G 
Kominfo.

Penyidik menilai per-
nyataan Maqdir tersebut me-
nimbulkan polemik dalam 
penanganan perkara korupsi 

BTS Kominfo di Kejaksaan, 
sehingga jaksa penyidik akan 
meminta keterangannya.

Dalam kasus ini, Keja-
gung menetapkan delapan 
orang tersangka dalam perka-
ra dugaan korupsi penyedi-
aan BTS dan infrastruktur 
pendukung Kominfo periode 
2020-2022 yang merugikan 
keuangan negara sebesar 
Rp8,32 triliun.

Enam dari delapan ter-
sangka itu telah berstatus 
sebagai terdakwa yang kini 
dalam proses pembuktian 
di persidangan Pengadilan 
Tipikor Jakarta Pusat, yaitu 
Anang Achmad Latif  (AAL) 
selaku Direktur Utama BAK-
TI Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, Galubang 
Menak (GMS) selaku Direk-
tur Utama PT Mora Telemati-
ka Indonesia, Yohan Suryanto 
(YS) selaku tenaga ahli Hu-
man Development (HUDEV) 
Universitas Indonesia Tahun 
2020, Mukti Ali (MA) dari 
pihak PT Huwaei Technology 
Investment, Irwan Hermawan 
(IH) selaku Komisaris PT 
Solitchmedia Synergy, dan 
mantan menkominfo Johnny 
G. Plate.

Sementara itu, dua ter-
sangka lain yang masih dalam 
proses melengkapi berkas 
perkara ialah Windi Purnama 
selaku orang kepercayaan 
Irwan Hermawan (IH) dan 
Muhammad Yusrizki selaku 
Direktur PT Basis Utama 
Prima (BUP) sekaligus Ketua 
Komite Tetap Energi Terba-
rukan Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (Kadin). 
 han

RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas,Yasonna: Kami Tak Bisa Memerintah DPR
dilakukan. Selain itu, akan 
dilihat apakah sudah ada pa-
nitia khusus (pansus) untuk 
membahas RUU Perampasan 
Aset.

“Kita nanti jumpai pim-
pin an, atau, sekarang kan 
apa kah sudah ditunjuk pansus 
atau apa kan kita harus lihat 
dulu. Belum ada panggilan,” 
kata Yasonna.

Saat ditanya lebih lanjut 
soal bagaimana jika masa 
tugas DPR selesai pada 2024 
tetapi RUU Perampasan Aset 
belum dibahas, Yasonna 
menegaskan bahwa RUU 
pe rampasan Aset akan dise-
lesaikan.

“Ya kita selesaikan dong, 
itu prioritas kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR 
RI Puan Maharani menyam-
paikan alasan kenapa Su-
rat Presiden (Surpres) RUU 
Perampasan Aset tak kun-
jung dibacakan dalam rapat 
paripurna DPR RI. Padahal, 
surpres itu sudah dikirim 
pemerintah dan diterima DPR 
RI pada 4 Mei 2023.

“Jadi seperti yang se-
lalu saya sampaikan, DPR 
sekarang ini memfokuskan 
untuk bisa menyelesaikan 
rancangan undang-undang 
yang ada di setiap komisinya, 
setiap tahun maksimal dua 
sesuai dengan tata terbit-
nya,” ujar Puan di Gedung 
DPR RI, Senayan, Jakarta, 
Selasa (11/7).

Jika dua RUU sudah dise-
lesaikan, tiap komisi baru di-
persilahkan untuk membahas 
RUU yang baru.

“J ika  kemudian  dua 
(RUU) sudah selesai, silahkan 
menambah. Namun, jika be-
lum selesai harus diselesaikan 
dahulu RUU tersebut,” ujar 
Puan.  mei

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPR RI Puan Maharani 
mengumumkan bahwa se-
luruh anggota Dewan me-
masuki masa reses, terhi-
tung mulai 14 Juli hingga 
15 Agustus 2023. Hal ini 
disampaikan Puan Maha-
rani dalam pidato penutupan 
masa sidang V Tahun Sidang 
2022-2023 di rapat pari-
purna, Kamis (13/7).

“Selamat memasuki 
masa reses dan menyapa 
rak yat,” kata Puan dalam pi-
da tonya, Kamis (13/7).

Lalu, Puan meminta se-
mua anggota DPR tak ber-
diam diri saat reses. Masa 
re ses harus digunakan semua 
anggota untuk turun ke ma-
syarakat.

“Saatnya kita memasuki 
masa reses untuk menyapa, 
mendengarkan dan menyer-
ap aspirasi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga me-
minta  ang g ota  dewan 
menjelaskan apa saja tugas 
konstitusional yang sudah 
diselesaikan DPR. Tak han-
ya itu, Ketua DPP PDI-P 
ini turut meminta anggota 
DPR mempersatukan rakyat 
dalam semangat gotong 

royong demi membangun 
kemajuan Indonesia.

“Semoga Allah SWT Tu-
han yang Maha Esa senan-
tiasa memberikan rahmat 
dan bimbingannya bagi kita 
semua,” kata Puan.

Puan pun sempat  me-
nyoroti berbagai tugas DPR 
dalam menjalankan fungsi 
legislasi. Ia mengatakan, pada 
masa sidang ini, DPR telah 
menetapkan Undang-Undang 
(UU) Kesehatan dan menge-
sahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Desa 
sebagai inisiatif  DPR.

“Serta, merumuskan ke-
bijakan kebijakan fi skal un-
tuk APBN tahun anggaran 
2024 yang berbasis pada ke-
sejahteraan rakyat,” ujarnya.

Puan berharap, UU Ke-
sehatan yang baru dapat 
meningkatkan pelayanan ke-
sehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Selain itu, untuk 
revisi UU Desa diharap-
kan mampu memajukan 
perekonomian masyarakat 
desa, mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional, dan 
memperkuat masyarakat 
desa sebagai subjek pemba-
ngunan.  mei

DPR Memasuki Masa Reses,
14 Juli hingga 15 Agustus 2023

KUNJUNGAN ANIES BASWEDAN DI MAKASSAR
Bakal calon presiden Anies Baswedan (kedua 
kanan) menyalami kader Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) saat tiba di Makassar, Sulawesi 
Selatan, Kamis (13/7). Kunjungan Anies Bas-
wedan tersebut dalam rangka safari politik 
sekaligus menghadiri bimbingan teknis untuk 
anggota legislatif PKS se-Sulawesi. 
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JAKARTA (IM) - Ko-
misi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) mendapat  in-
formasi bahwa mantan Se-
kretaris Mahkamah Agung 
(MA), Nurhadi (NHD), 
menerima uang suap dan 
gratifikasi melalui anak 
menantunya.

Dugaan itu kemudian 
dikonfi rmasi penyidik KPK 
ke seorang saksi.

Adapun, saksi yang di-
duga mengetahui aliran 
uang ke keluarga Nurhadi 
yakni, pihak swasta, Paulus 
Welly Afandy.

KPK mengorek penge-
tahuan saksi Paulus Welly 
soal aliran uang yang diteri-
ma Nurhadi lewat anak 

menantunya pada Rabu, 12 
Juli 2023.

“Paulus Welly Afandy 
(swasta), saksi hadir dan 
didalami pengetahuanya 
antara lain seputar aliran 
uang yang diterima ter-
sangka NHD melalui anak 
mantunya,” kata Kabag 
Pemberitaan KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkatnya, 
Kamis (13/7).

KPK saat ini sedang me-
ngembangkan kasus dugaan 
korupsi terkait peng urusan 
perkara di MA yang men-
jerat Nurhadi. 

KPK telah menemu-
kan bukti permulaan yang 
cukup dan meningkatkan 
status perkara ini ke pe-

nyidikan.
Sejalan dengan pening-

katan kasus ke tingkat pe-
nyidikan, KPK juga telah 
menetapkan tersangka 
dalam perkara ini. Salah 
satu tersangka dalam kasus 
ini disebut-sebut adalah 
mantan Sekretaris Mahka-
mah Agung (MA), Nurhadi 
Abdurachman.

Kali ini, Nurhadi di-
tetapkan sebagai tersangka 
kasus dugaan suap, gratifi -
kasi, dan TPPU. Suap yang 
diterima Nurhadi kali ini, 
diduga berkaitan dengan 
perkara yang melibatkan 
mantan petinggi Lippo 
Group, Eddy Sindoro (ES). 
 han

Nurhadi Diduga Menerima Uang Suap
dan Melalui Anak dan Menantunya

JAKARTA (IM) – Ran-
cangan Undang-undang 
(RUU) Perampasan Aset 
sampai sekarang belum juga 
dibahas DPR. Menteri Hu-

kum dan Hak Asasi Manusia 
(HAM) Yasonna Laoly akan 
melobi DPR agar RUU terse-
but segera dibahas.

Yasonna menegaskan 

bahwa pemerintah tidak bisa 
memerintah Dewan DPR 
agar segera membahas RUU 
Perampasan Aset tersebut.

“Nanti  kita cek lagi . 
Ka rena kami menunggu 
undangan dari DPR. Kita 
menunggu dari DPR,” ujar 
Yasonna saat berada di Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Ka-
mis (13/7).

“Bagaimana kami melaku-
kan. Kami kan tidak bisa 
memerintah DPR. Tapi kami 
akan lobi lah terus,” katanya 
Yasonna menambahkan.

Pemerintah akan bertemu 
dengan pimpinan DPR se-
bagai bentuk dari lobi yang 


